
 

 

 
 

 
 
 

 
WALI KOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN 

NOMOR 17 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 

NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI 

KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN 

BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman 

untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian 
daerah akibat perbuatan melawan hukum atau 

kelalaian Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain perlu diatur dalam sebuah 

ketentuan;   

  b. bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan 
ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang 
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat lain telah ditetapkan Peraturan Wali Kota 

Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain; 

 

 

 

 

 

c. bahwa... 

SALINAN 



-2- 
 

  c. bahwa dengan adanya perkembangan hukum dan 

pembaharuan Struktur Organisasi untuk 
meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi 

pelayanan publik maka Peraturan Wali Kota 
Nomor 15 tahun 2020 tentang Penyelesaian 
Tuntutan Ganti Kerugian daerah Terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

lain perlu dilakukan penyesuaian; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 
15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan 

Ganti Kerugian daerah Terhadap Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Peraturan... 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3241); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 8); 

8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2020 Nomor 15); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Pasuruan tentang 
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2021 Nomor 27); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :   PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 

TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN 
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI 
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pasal I... 
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 

Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan tentang 

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2021 Nomor 27), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
 

Pasal 10 

 
(1)   PPKD membentuk TPKD untuk 

menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.  

(2)  TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memiliki tugas dan wewenang: 

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian 

Daerah;  

b. mengumpulkan bukti pendukung 

terjadinya Kerugian Daerah;  

c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;  

d. menginventarisasi harta kekayaan milik 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai 
jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; 

dan  

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada 

pejabat yang membentuk.  

(3) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 
Keputusan Wali Kota diketuai oleh Inspektur 

Kota Pasuruan serta terdiri dari unsur : 

a. Inspektorat Kota Pasuruan; 

 

 

 

b. Badan... 
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b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota Pasuruan; 

c. Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Pasuruan; dan 

d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 

Pasuruan; 

  

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

  Pasal 11  
 

(1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk 

membantu pelaksanaan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(2).  

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan dan 

berkedudukan di Inspektorat Kota Pasuruan. 

(3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan 

Wali Kota. 

 

Pasal II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 11 Juni 2025 
 

WALI KOTA PASURUAN, 

 

Ttd 

 
ADI WIBOWO 
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Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 11 Juni 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

Ttd 

 
RUDIYANTO 

 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 17 

 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

Ttd. 

 
MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19820518 201001 2 021 


